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BI'PATI TI'LIII{GAGUI| G,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat

(1) huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun

Anggaran 2014.

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah*Daerah Kabupaten di

Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik



4.

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27301;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa2ll;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;

5.

6.

7.

8.

9.

10.



11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahwn 2012

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia 534O);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 Tentang

Dana Perimbangan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13.

^.

t4.

?



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 110, Tambahan t embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang

Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar

Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinela Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17.

18.

19.

20.

2t.

22.
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Hibah Daerah (Iembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan r.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor S2T2);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oi,4 tentang
Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6
Tahun 2oL4 tentang Desa (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6o rahun 2or4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 199);

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L

Tahun 2O7l;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OOT

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol1

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2Ol2;
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2Ol3

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8

Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa

(lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

2006 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13

Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik Kabupaten Tulungagrrng (lembaran Daerah

Kabupaten T\rlungagung Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 13

Tahun 2OO7 tentang Dana Cadangan (l'embaran

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 20O7 Nomor 2

Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten T\-rlungagung Nomor 14

Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten

T\rlungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014 (kmbaran Daerah

Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Daeratr Kabupaten Tulungagung Nomor 11

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran

Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 2

Seri A);

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAITPERWAKILANRAITYATDATRAHKABUPATENTI'LUITGAGUNG
dan

BI'PATI TULTTI{GAGT'NG
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWAEIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat :

a. l,aporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. la.poran arus kas;

d. Catatan atas laPoran keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah.

Pasal 2

l.a.poran realisasi anggafan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2Ot4 sebagai

berikut:

a Pendapatan Rp 2.114.558'431'869'?2

b. Belanja Rp 2.046'805'679'449,57

$urphulddst RP 67,?52,?52,419'65

/- c. Penbiayaan

- Penerimaan

- Pengeluuan

Rp 181,608,908,282,95

Rp 11.U26.745.000,00

PobhyautdtoRP 1?0582.163.28285

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
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ll} Slisih anggard! dengan realisasi pendaptan sejunlah

Rp, 81.547.823.372,68 dengandnciansehpihrikut:

a Angannpndaptansetelahprubalun Rp, 2,033,010,608.496,54

b, Realiusi Rp, 2,114,$8,431,869,22

$elisihlebihlllurudRp, S1541S2ffi?2fS

{2) ftft$ih arrggaan dengan realisasi hlanp sejunlah

Rp. 155,787.092.329,92 dengan dncian sebagai hdkut :

a Anggann hlanja setelah pcrubahan Rp 2.202,592.T11.779,49

b Realiud Rp 2,046.805,679,449,57

selldl lebih/{tunn{ E-TiifstM@-

{3} Selisih anggann dengan rcaltusi sutpluddefisit sejunlah

Rp, 237.334.915.702,60 dengan dncian sebagai hdkut :

a" Suplus/{defisitlwtelahpruhhan Rp, {169.582.163'282,951

b, Realisasi Rp, 67'752.752.419,65

$elidh lelih/{lunn$ rurmtei{gt5J0rF0

{4} &lisilr urguan dengan ralisasipenminaan peobiayaan

Rp denganrincialsebagaibrikut:

a. Angaran penerinaan pembia;vaan setelah prubahan Rp 181'608'908'282'95

b Ralisasi RP 181.608.908'282'95

sdldlldh/{hruglh

Selisih arggaran dengal ralisasi pengeluaranpembiayaan

Rp 1.0m.000.000,00 dmganrincialsebaptberikut:

a furgaanpengeluaranpnbiayaansetelahperubahan Rp P'm6745'm0,00

b Realisasi Rp ll'026745'm0,00

Seltdhlddt/lhrudRP Lm00m0'o

Selisih anguandengan realisasi pembiayaannetto sejumlah

Rp. {1.Offi .W0.0ffi ,S} dengan rincian sebagai berikut :

a Anguanpenbiayaanne{tosetelairpmubairan Rp 169'582'163'282'95

h Realisasi RP 170'582 163'282'95

selHhl#rylhrudRP llmJmJ00$t

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b

per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. JunlahAset

b. Jumlalkwqiban

c, Jumlahekuitasdana

Rp,

Rp.

Rp

2.567,868.858,413,07

il,419.655,744,51

2.lffi,449.2n,668,ffi
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Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember tahun 2Ol4 sebagai berikut :

a Saldoawalkas pu 1 Januad2014

b. Arus kas dui aktiftas opuasi

c. Arus kas dui aktiftas invotasiaset non keuansan

d Aruskas duialtifita$ penbiayaan

e Arus kas dari aktifita$ ron angalan

t Saldo akhf kas dibendaham pengeluamn

g, Sldo akhh kas dibendairua penuinaan

h. Saldo akhir kar di bendahua BLUD RSUD

i Saldo alhir kas diBendahua Dana hpttasiJKN

j. Sldo akhh kas pei 3l Dmerobu2014

Rp. 173.344.543.932,37

Rp, 356,677.995,770,13

Rp, {297,402.U5.871,62}

Rp. i5,254,745.000,00)

Rp, 38.343,950,00

Rp. 324.000,00

Rp. 6.416.900,00

Rp, 8.019.722.551,72

Rp. 2955.656.570,00

Rp, 238,386,132.8m,60

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2Ol4 memuat

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam l'ampiran' yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

terdiri dari :

a. Lampiran I

LamPiran I.1

l,ampiran I.2

l,ampiran I.3

Laporan realisasi anggaran

Ringlcasan laporan realisasi anggaran

menurut urusa.n pemerintahan daerah

dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, Program dan

kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan
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Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

l,ampiran I.8

Lampiran I.9

l,ampiran I.10

Lampiran I.11

Lampiran I.12

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan Negara;

Daftar Jumlah pegawai per golongan

per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Dafta,r penyertaan modal (Investasi)

daerah;

Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah:

Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset lainnYa;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnYa;

: Daftar dana cadangan daerah;

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah;

: Neraca

: Laporan arus kas

: Catatan atas laPoran keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 aYat(21 terdiri dari:

a. t aporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan

Daerah ini.

b. Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran

VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2OI4 sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2014.
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Peraturan Daerah

diundangkan.

Pasai 10

ini mulai berlaku sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam l,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di
pada tanggal

T\rlungagung
10 Agustus 2O15

BUPA ,A

di T\rlungagung
10 Agustus 2015

DAERAH

Pembina Utama MadYa
NrP. 19590919 199003 1006

Lembaran Daerah Kabupaten T[lungagung
Tahun 2015 Nomor 1 Seri A

NoREGPERATURANDAERAHKABUPATENTULUNGAGUNGNoMoR2|5-8120|5

r
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